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TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

Menimbang

Mengingat

PINTU KABUPATEN MAHAKAM ULU

. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah, maka Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menyusun dan
menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang mencakup
periode tahun 2024

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mahakam Ulu;

. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015;

. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang
pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di
lingkungan Instansi pemerintah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi
Pemerintah;



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Mahakam Ulu

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun
2016 Nomor 3).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 08 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-
2021.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14.Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 40 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

MEMUTUSKAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA. 2025 sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu TA.
2025 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) mencakup periode tahunan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Padg Vf‘I’fanggal : 02 Januari 2025

S iiepala,

'\ Merkuria Ping, SH
Pémbina Utama Muda IV/c
NIP. 19660530 200112 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang (sebagai laporan);
2. Kepala Bappedalitbangda Kabupaten Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang

4. Arsip.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 800/01 /DPMPTSP-TU.P/1/2025
TANGGAL
PERIHAL RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025
RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2025
NO| SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENAGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9
| Lak " — : KOORDINATOR DAN
IR P (,;MD:‘;:';:'; 73Proyek  [LEriRiECAN BEE Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA) 73Proyek | Rp 549.830.000| KELOMPOK JF
. | PENANAMAN MODAL
1. | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai
F berian Fasilitas/ if dan
Kemudahan Penanaman Modal Jumiah Dokumen 2 Dokumen Rp 343.110.000
1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai FEETE iR e o e
Pemberian Fasilitas/Insentif dan umiah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen Rp 343:110.000
2. | Pembuatan Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Rapat Harmonisasi RUPM 1 Kegiatan Rp 206.720.000
1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman — o h (Perda) R U P Moot
Modal Daerah Kabupaten/Kota umlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Moda
pery Daerah Kabupaten/Kota 1 Pokumen Rp 206.720.000
KOORDINATOR DAN
Jumiah Investor 13 Investor |PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumiah Investor 13 Investor Rp 502.655.800,00 KELOMPOK JF
PENANAMAN MODAL
1 Dokumen Rp 502.655.800
Pelaksanaan Kegiatan Promosi
1 Penanaman Modal Daerah Jumiah Event
Kabupaten/Kota
1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal 3 Dokumen Rp 232.347.800
Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2 Penyusunan Strategi Promosi Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal 3 Dokumen Rp 270.308.000
Penanaman Modal Kewenangan
Kabupaten/Kota
KOORDINATOR DAN
. RAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
Pr vestor yang Ber 65% :!R:SNAMAN m!D"”_ Presentase Investor yang Berinvestasi 65% Rp 628.762.000,00 KELOMPOK JF
PENANAMAN MODAL
Pengendalian Pelaksanaan
1 Pamantasie 1oAM yong Menint Jumiah Perusahaan 200 Rp 628.762.000

Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota




NO| SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENAGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Penyelesaian Permasalahan dan Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku
Hambatan yang dihadapiPelaku Usaha Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 8 Pelaku Usaha | Rp 475.476.000
2 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan
Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan
Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan 8 Kegiatan Usaha | Rp 153.286.000
Pelaksanaan Perizinan Berusaha
Meningkatkan Kepuasan . KOORDINATOR DAN
Masyarakat terhadap " £ g KELOMPOK JF
: Jumlah nilai investasi berskala nasional 3,263,263 . . Jumiah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam 3.263,263
Layanan Perizinan dan (PMDN/PMA) (Dalam Milyar) Milyar PELAYANAN PENANAMAN MODAL Milyar) Milyar Rp 1.463.993.200,00 PELAYANAN
Non Perizinan ; . TERPADU SATU
: PINTU
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu Pintu dibidang
Penanaman Modl yang Menjedi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 93 IKM 1.463.993.200
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Jumlah Keglatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian 1 Dokumen 123.179.000
PemberianFasilitas/Insentif Daerah Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
2 Penyediaan Pelayanan Perizinan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha 304.957.000
Berusaha melalui Sistem Perizinan melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Ik h
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Elektronik 25 Pelaku Usaha
secara Elektronik
3 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan 213.335.800
konsultasi perizinan berusaha berbasis Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi
risiko secara Elektronik Sl
4 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan 1 Dokumen 822.521.400
pelaporan di bidang perizinan berusaha pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kegiatan
berbasis risiko Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Usaha
Meningkatkan Kepuasan KOORDINATOR DAN |
Masyarakat terhadap |3, miah Data dan Sistem Informasi 3 Dokumen, 1 | peycey o AAN DATA DAN SISTEM 3 Dokumen, 1 Artopon >
Layanan Perizinandan  |p., man Modal Website, 1 | P Jumiah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 0 > I Rp 296.582.300,00 PELAYANAN
Non Perizinan nanaman Koda Apiikasi [T [T TTNE E Websita, 1 Aplikasi TERPADU SATU
: : PINTU
Pengelolaan Data dan Informasi
Peri; dan Non Pe. yang
7 grasi pada Til Daerah Jumlah Sapras 5 Sapras Rp 296.582.300
Kabupaten/Kota
1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan
Data danl;wformasl Perizinan Berbasis Jumnlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan 2 Dokumen Rp 296.582.300

Terintegrasisecara Elektronik

Dimanfaatkan




NO| SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENAGGUNG JAWAB

i 2 3 4 5 6 7 8 9
P I kat daerah - e =
. " 100 % PBNUNJANG IJRUSAN nsnemmm DAERAH | Prosentase palnymn pomlmumh yang dihmmhn douan i | . ‘ e o
Meningkatnya kualitas  |yang dilaksanakan dengan baik / Predikat . 100% ' 973 €
pelayanan terpadu SAKIP Dinas Penanaman Modal dan BB;:':(tliikat KASUPM’!NIKOTA i : . baik / Predikat SAKIP Dinas Pcmmmn Maﬂal dan Pohyamn Terpadu BB Predikat Sakip Rp a.on.us.an,oo S!KKETARIAT
Pelayanan Terpadu Satu Pintu P ’ . . Satu Pintu 7 . . : '
1 | Administrasi Keuangan Perangkat ;

Daerah Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kevangan Perangkat Daerah 1 Paket Rp 5.361.749.526,00

1 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang / Bulan | Rp 5.182.829.526
Tunjangan ASN

2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen Rp 178.920.000
Tugas ASN

2 Admistrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 Tahun Rp 1.196.454.159

1 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket Rp 19.745.235
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket Rp 318.974.292
Kantor

3 ' B Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket Rp 64.096.912
Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket Rp 31.359.720
Penggandaan

5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan Rp 762.278.000
Konsultasi SKPD

3 | Penyedian Jasa Penunjang Urusan 36 Bukti

Pemerintah Daerah Jumlah Bukti Pembayaran Pembayaran Rp 1.458.031.988

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36 Bukti Pembayaran | Rp 9.157.500

2 Penyediaan Jasa Komunikasi / Sumber Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 36 Bukti Pembayaran | Rp 61.248.888
Daya Air dan Listrik yang Disediakan

3 Penyedian Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 34 Orang Laporan | Rp 1.387.625.600

4 | pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan <

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah 40 Kali Rp 59.881.300

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan
Pemeliharan Pajak dan Perizinan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Kendaaraan Dinas Operasional atau 100 % Unit Rp 59.881.300
Lapangan

_ Ditetapkan di Ujoh Bilang
ada anuari 2025
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